
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

x 

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM... LUKMAN DWI HADI P. S. SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 
Upaya untuk mengungkap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat telah lama 
dilakukan dengan adanya mekanisme non-yudisial yaitu Komisi Kebenaran dan 

Rekonsiliasi (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran 

dan Rekonsiliasi). Ini membuka jalan bagi pengungkapan kebenaran. Proses ini 

sangat penting dilakukan untuk meminimalisir konflik warisan yang dapat 

menjadi penghalang bagi masa depan bangsa. Pemerintah memiliki kewajiban 

untuk melindungi, menjunjung tinggi dan memajukan Hak Asasi Manusia bagi 

warga negara. Belajar dari penelitian ini, negara memiliki undang-undang terkait 

untuk kebenaran dan rekonsiliasi, terutama dalam menyelesaikan pelanggaran 

Hak Asasi Manusia masa lalu. Namun, undang-undang yang awalnya menjadi 

dasar hukum untuk mengungkapkan kebenaran telah dicabut oleh Mahkamah 

Konstitusi. Karenanya, tidak ada lagi dasar hukum untuk kebenaran dan 

rekonsiliasi di Indonesia. Namun, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh telah 

dibentuk berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia 

dan Gerakan Aceh Merdeka, di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 (MoU 

Helsinki). MoU ini telah diadaptasi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013. Artikel 

ini berfokus pada dua pertanyaan, apa posisi hukum dan wewenang Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam sistem hukum Indonesia dalam 

menjamin dan melindungi hak-hak para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia 

yang berat dalam kasus-kasus di Aceh, dan apakah mekanisme perlindungan dan 

pertanggungjawaban Negara dalam memberikan langkah-langkah hukum dapat 

memenuhi hak-hak para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat di 

Aceh. 

 

Kata Kunci: Pelanggaran Hak Asasi Manusia; Tanggung Jawab Negara; Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. 
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ABSTRACT 

 

Efforts to disclose gross human rights violations have long been carried out with 
the existence of a non-judicial mechanism namely the Truth and Reconciliation 

Commission (Law Number 27 of 2004 concerning the Truth and Reconciliation 

Commission). This unravels the way for truth disclosure. This process is very 

important to be done in order to minimize conflicts legacies that can be a barrier 

to the nation’s future. The government has the obligation to protect, uphold and 

advance human rights for citizens. Learning from this research, the state has a 

related legislation for the truth and reconciliation, especially in resolving past 

human rights violations. However, the laws which initially became the legal basis 

for disclosing the truth had been revoked, by the Constitutional Court. Hence, 

there is no longer any legal basis for truth and reconciliation in Indonesia. 

However, The Aceh Truth and Reconciliation Commission has been established 

on the basis of Memorandum Of Understanding Between The Government 

Republic Of Indonesia And The Free Aceh Movement, in Helsinki, Finland on 

August 15, 2005 (MoU Helsinki). This MoU has been adapted into Law Number 

11 of 2006 concerning the Government of Aceh and Aceh Qanun Number 17 of 

2013. This article focuses on two questions, what is the legal position and 

authority of the Aceh Truth and Reconciliation Commission in the Indonesian 

legal system in guaranteeing and protecting thr rights of victims of gross human 

rights violations in cases in Aceh, and whether State’s protection and 

accountability mechanism in providing legal measures could fulfill the rights of 

victims of gross human rights violations in Aceh. 

 

Keywords: Human Rights Violations; State Responsibility; Aceh Truth and 
Reconciliation Commission. 
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